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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AUDITOR KEPEGAWAIAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional
Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, perlu
pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan fungsional
Auditor Kepegawaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Auditor

Kepegawaian;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012
tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 875);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
179);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1282);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN AUDITOR KEPEGAWAIAN.

Pasal 1
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Auditor
Kepegawaian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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L.

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN AUDITOR KEPEGAWAIAN

FEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AUDITOR KEPEGAWAIAN

PENDAHULUAN

A. UMUM

1.

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional bergantung pada kemampuan Pegawai
Negeri Sipil berupa kompetensi sehingga mampu memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan
merata.

Untuk memenuhi standar kompetensi dan meningkatkan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil khususnya yang menduduki
jabatan fungsional Auditor Kepegawaian diperlukan pembinaan
dan pengembangan kemampuan yang terencana. Pendidikan dan
pelatihan yang berkualitas harus tercermin dalam kurikulum
pendidikan dan pelatihan vyang mengacu pada standar
kompetensi jabatan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan
fungsional Auditor Kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya
serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor
Kepegawaian dan Angka Kreditnya, Badan Kepegawaian Negara

sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor
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Kepegawaian bertanggung jawab atas pembinaan jabatan
fungsional Auditor Kepegawaian.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Badan Kepegawaian Negara
sebagai Instansi Pembina perlu mengatur mengenai pedoman
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Auditor Kepegawaian

dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai
pedoman bagi setiap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah
Pusat atau Daerah yang terakreditasi dalam menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan (Diklat) Auditor Kepegawaian.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini

terdiri atas:

1. Penanggung Jawab dan Jenis Diklat;
2. Kurikulum;

3. Penyelenggaraan Diklat; dan

4. Evaluasi Pemanfaatan Diklat Auditor Kepegawaian.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang

dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan
hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian
pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya

disingkat PNS, yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan



